


Mengingat:

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun ~9)22 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2(C~3 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Republik Indon¢ ‘a Nomor 32 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2C~1 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara :publik Indonesia Nomor
6644);

Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001
tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2017 - 1tang
Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Penerbang
dan Instruktur Terbang (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1102);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010
tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS)
Bagian 63 (Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 63)
tentang Persyaratan Personil Pesawat Udara Selain
Penerbang dan Personil Penunjang Operasi Pesawat Udara
(Licensing Flight Crew Members Other Than Pilot, Flight
Operation Officers, and Certification of Flight Attendani
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor KM 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 (Civi/ Aviation Safety
Regulation (CASR) Part 63) tentang Persyaratan Personil
Pesawat Udara Selain Penerbang dan Personil Penunjang
Operasi Pesawat Udara (Licensing Flight Crew Members
Other Than Pilot, Flight Operation Officers, and Cer*'“-ation
of Flight Attendany;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 115);

Peraturan Direktur Jenderal Perhubur in Udara Nomor KP
244 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Peraturan
Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900- (Staff
Instruction 8900-5.2) Ten* -~ 3 Prosedur Sertifikasi Personel
Dan Tugas Dan Tanggung Jawab Inspektur Operasi
Penerbangan (Personel Licensing Procedures And Flight
Operations  Inspector Tasks And  Responsibilities)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur
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b. Prior to the issuance of a validation certificate based on a foreign
license, the DGCA shall ascertain whether a "1 DGC/ aed
license is already held by the same pilot. In the event that an
Indonesian license has previously been issued to the applicant for
the same or higher privileges, the issuance of a validation
certificate shall not be permitted.

Pasal ™
Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlakt  jak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juli 2025
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